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ABSTRAK

Percobaan tindak pidana merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan
masyarakat. Percobaaan ini lahir dengan adanya kejahatan, oleh karenanya
dibutuhkan adanya sebuah Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut,
seperti pada Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untulqyelah ternyata dari
adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan
semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.
Terlepas dari pernyataan di atas ada sebagian percobaan tindak pidana yang tidak
dikenai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana pada Pasal 184 ayat (2) KUHP,
yang berbunyi:
“Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana”
Dalam hal ini hukum Islam ingin memandang konsep percobaan tindak pidana
menurut hukum pidana Indonesia.

Untuk melihat lebih jauh tentang percobaan tindak pidana, diperlukan
sebuah metode penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis dan
menggunakan pendekatan normatif yuridis.

Percobaan tindak pidana sebagai kejahatan yang dilarang oleh Undang-
undang, dimana dalam percobaan tindak pidana terdapat unsur-unsur: niat,
permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan.

Begitu juga dalam tindak pidana kejahatan (Jarlmah) harus memenuhi unsur-
unsur: Unsur formal (Undang-undang), Material (perbuatan), Moral (subyak).

Dari pemnyataan di atas, percobaan tindak pidana dapat dikenai
pertanggungjawaban pidana, sebagaimana Pasal 53 ayat 2, 3, 4 KUHP dalam
hukum pidana Indonesia dan hukuman Za *zir dalam hukum Islam.
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TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.
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ditulis
ditulis
C. Ta’ marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis A
ditulis

. St {7 Y

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan A.
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ditulis
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F. Vokal Rangkap
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H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan
huruf “al”

ditulis
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ditulis
ditulis

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum pidana tidak mungkin untuk menjamin ketentraman
setiap individu dari gangguan kejahatan maupun kehendak jahat, kecuali ternyata
menurut perbuatannya bersifat berbahaya terhadap orang atau benda hukum yang
memerlukan perlindungan hukum pidana. Hukum pidana positif memberikan
ancaman pidana terhadap kejahatan yang secara selektif ditetapkan sebagai
perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana. Selain itu
hukum pidana positif juga mengancam pidana atas perbuatan tertentu yang baru
dimulai melaksanakan niat jahat untuk membahayakan orang atau benda hukum
agar si pembuat dapat dituntut sekalipun belum sempat menyelesaikan
perbuatannya sebagai perbuatan pidana yang tidak selesai. Perbuatan yang tidak
selesai itu dikenal dengan “percobaan”.

Perbuatan percobaan yang dapat dipidana menurut sistem KUHP tidak
meliputi percobaan terhadap semua jenis perbuatan melawan hukum, melainkan
hanya perbuatan melawan hukum yang termasuk jenis kejahatan tertentu,
sedangkan perbuatan melawan hukum yang termasuk jenis pelanggaran tidak
dipidana. Misal jenis percobaan yang dipidana adalah percobaan makar dalam
Pasal 104, 106 dan 107 KUHP.

104. Makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan

maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak
mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara



seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh

tahun.

106. Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh
ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah
negara dengan yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

107. (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Pemimpin dan pengatur makar tersebut ayat 1, diancam dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling
lama dua puluh tahun.

Adapun contoh jenis percobaan yang tidak dipidana adalah perkelahian
tanding diatur dalam Pasal 184 ayat 5 KUHP “Percobaan perkelahian tanding
tidak dipidana”.

Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan dalam Pasal 302 ayat 4
KUHP.! “Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita telah membuat “percobaan
untuk melakukan kejahatan™ atau poging tot misdrijf itu sebagai suatu perbuatan
yang terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman.

Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan
di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, yakni yang berbunyi sebagai berikut:

“Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen des daders door

een begin van uitvoering heeft geopenbaard en de uitvoering alleen

tengevolge van omstandigheden van zijnen wil onafhankelijk, niet is

voltooid” 2

Telah diterangkan di atas bahwa apa yang dirumuskan pada Pasal 53 ayat

1 KUHP, bukanlah definisi atau arti yuridis dari percobaan kejahatan, tetapi

' Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum
Pidana Kodifikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), him. 118.

2 P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cet. ke-3 (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti,1997), him. 535.



rumusan yang memuat fentamg syarat-syarat kapankah melakukan percobaan
kejahatan dapat dipidana, syarat-syarat itu ialah:

1. Adanya niat (voornemen),

[

Adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering),

(B8]

Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya
sendiri.®

Dalam hukum pidana Indonesia memberikan pedoman terjadinya delik
kejzhatan terdiri atas dua tingkat yaitu: tingkat pertama perbuatan pidana telah
mulai pelaksanaan niat jahat yang merupakan percobaan kejahatan tertentu yang
dapat dipidana, dan tingkat kedua telah selesai dengan terjadinya kejahatan yang
dituju oleh pembuat dehik.

Sedangkan dalam hukum Islam para ulama tidak banyak berbicara tentang
percobaan melakukan tindak pidana karena perbuatan ini termasuk jarimah 74 Zir
yang banyak berubah sesuai ruang dan waktu, kebiasaan serta karakter suatu
masyarakat. Mereka lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada masalah
tindak pidana yang unsur dan syaramya tidak mudah berubah, seperti jarimah
hudud dan gisas atan diyet.

Ahmad Wardi Muslih mengutip dari Mubammad Abu Zahrah dalam

kitabnya A/ Jarimah wa al Uqlfbab fi al Figh al Islamy, tentang percobaan

_ 3
melakukan jarimah, yaitu:

* Lamintang, Dasar-dasar Hukum., him. 535.

4 Ahmad Wardi Muslich, Pemgantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), cet. ke-1
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 60.
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Masalah percobaan melakukan jarimah disinggung oleh para ulama sccara
umum, seperti mereka mcmbicarakan tentang fase-fase pelaksanaan jarimah.
Seseorang yang melakukan jaﬁmah itu setidak-tidaknya melalui tiga fase, yaitu:

\. Fase Pemikiran (Marfialak al-Tafkir;
2. Fase Persiapan (Marhalah al-T: whdhin),
3. Fase Pelaksanaan { Marhalak al-T. anfid?).
Adapun sanksi percobaan melakukan tindak pidana adalah 14’zir, bukan

gisas maupun fadd, sebagaimana disabdakan oleh Rasululiah Saw.”

O Saal | (pa ggd 2 8 B s &l (e

. Pokek Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun akan merumuskan pokok
masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Perumusan tersebut tercermin dari
pertanyaan, bagaimana pandangan hukum [slam terhadap konsep percobaan

tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia?

3 A. Djazuli, Figih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Istam, cet. ke-2 (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 1997), him. 22



C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Untuk memaparkan pandangan hukum Islam terhadap konsep percobaan
tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.
2. kegunaan
a. Sebagai upaya penerapan hukum terhadap permasalahan percobaan tindak
pidana.
b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran hukum,

Kkhususnya Hukum Islam di bidang percobaan tindak pidana.

D. Telaah Pustaka
Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia melarang adanya
percobaan tindak pidana, yaitu Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana:
“mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah
ternyata dari adanya permulaan pelaksanan, dan tidak selesainya
pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya
sendiri.”®
Untuk mengetahui lebih mendalam tentang percobaan tindak pidana, ada
beberapa buku yang di dalamnya berbicara tentang percobaan tindak pidana

antara lain: Buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia’ yang ditulis oleh

Wirjono Prodjodikiro, dalam Bab VII Beliau memaparkan tentang masalah

¢ Moeljatno, KUHP, cet. ke-24 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), him. 25.

7 Wirjono Prodjodikoro, Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia, cet. ke-1 (Bandung: PT
Refika Aditama, 2003)



pengertian dan unsur-unsur percobaan tindak pidana. A. Fuad Usfa, dan Tongat,
dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana? dalam Bab X mereka memaparkan
tentang percobaan melakukan kejahatan yang di dalamnya terdapat syarat-syarat
percobaan dan jenis-jenis percobaan. Adapula buku Pengantar dan Asas Hukum
Pidana Islam fikih Jinayah’ dalam Bab IV yang ditulis oleh Ahmad Wardi
Muslich. Dalam bukunya ini Beliau memaparkan percobaan tindak pidana
menurut para ﬁlqabad’, fase-fase pelaksanaaan jarimah dan hukuman untuk
jarimah percobaan.

Dalam skripsi Fakultas Syari’ah pernah diangkat penelitian tentang tindak
pidana percobaan, yaitu skripsi saudara Imron Burhanudin yang berjudul Tindak
Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi antar Hukum Pidana Islam dan
KUHP)'®. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena
penelitian saudara Imron Burhanudin tersebut tidak mengungkap secara khusus
mengenai percobaan tindak pidana, tetapi melebar pada masalah perbandingan
hukum pidana Islam dengan KUHP, tentang percobaan tindak pidana percobaan
pencurian. Sedangkan dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada masalah
tindak pidana (poging) menurut hukum pidana Indonesia dalam perspektif hukum

pidana Islam.

® A. Fuad Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, cet. ke-2 (Malang: UMM Press, 2004)

® Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), cet. ke-1
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

1% imron Burhanudin, Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi antara Hukum
Islam dan KUHP), (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan
Hukum, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).



Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahas masalah

percobaan tindak pidana secara terperinci baik unsur-unsurnya, macam-

macamnya maupun sanksi pidana Islam bagi pelaku percobaan tindak pidana.

E. Kerangka Teoritik

Percobaan tindak pidana sebagai kejahatan yang merupakan suatu

perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, dimana dalam percobaan tindak

pidana terdapat unsur:

1.

2.

Niat atau voornemen.
Permulaan pelaksanaan.
Pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya
sendiri.

Percobaan tindak pidana masuk dalam Pasal 53 KUHP, yaitu:
Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari
adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan
semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat
dikurangi sepertiga.
Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup,
dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai."'

' Moeljatno, KUHP., him. 24-25.



Dalam hukum Islam, percobaan tindak pidana masuk dalam jar}mah ta’zir
Hukuman 2 ’zir yaitu memberi teguran atau ajaran terhadap seseorang yang telah
bersalah, tetapi kesalahan itu tidak dijatuhi hukuman Jadd atau gisas, tindak
pidana ta’zir hukumannya diserahkan kepada Waliywl Amri (penguasa dalam
negara atau Hakim di pengach"]an).12 Para ulama tidak banyak bicara tentang
percobaan melakukan tindak pidana, karena sanksinya banyak berubah sesuai
ruang dan waktu serta karakter suatu masyarakat. .

Unsur-unsur jaﬁmah hampir sama dengan unsur-unsur yang ada dengan
tindak pidana dalam XUHP. Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai jaﬁmah
jika memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Unsur formal, yaitu adanya nags atau ketentuan yang menunjuknya sebagai

jarimah.

N

Unsur material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum.

3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini
menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang
telah baligh, sehat akal, dan ikhtiyar (berkebebasan berbuat). Dengan kata
lain, unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya
dibebankan atas orang mukallaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan

atau ketidaksadaran penuh.'*

12 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Figih Mazhab Syafi'i, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia,
2000), him_ 482

3 A. Djazuli, Figih Jinayah., him. 21.

14 Atvmad Azhar Basyis, Ikhtisar Fikih Jinayat Hukum Pidang Islam (Yogyakarta: UII Press,
2001), him. 9.



Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk
digolongkan kepada jaﬁmah Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga
terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, Seperti adanya
unsur niat (voornemen), permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak
selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri, bagi jaﬁmah percobaan.

Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah
kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jaﬁmah maka unsur-unsur
khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan jaﬁmah

Dikalangan fugaha biasanya pembicaraannya tentang kedua unsur umum
dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu persatunya

jarimah."

. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian
pustaka (library research). Penelitian akan dilakukan terhadap literatur-
literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan yang dapat

menunjang pemecahan pokok-pokok masalah.

' Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang,
1967), him.14-15.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala
atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau
fakta tersebut.
Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis secara tepat
pokok dari permasalahan.

3. Pendekatan Masalah
a. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-

norma yang berlaku.
b. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum
serta perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan
mengkaji bahan-bahan pustaka baik literatur primer maupun literatur sekunder
yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.
Data primer adalah data atau literatur-literatur yang menjadi sumber pokok
dalam penelitian ini. Dengan kata lain, data yang mempunyai kaitan langsung
dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
Data sekunder adalah data atau literatur-literatur yang menjadikan penjelasan
tentang permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan data primer, yaitu

buku, skripsi, majalah dan lain-lain.
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5. Teknik Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data dan memeriksanya terutama dari segi kelengkapan,
kejelasan, kevalidan dan kesesuaiannya dengan tema pembahasan.

b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasi data dalam paparan yang
direncanakan, lalu diformulasikan sesuai dengan pokok masalah yang ada.

¢. Melakukan analisa lebih lanjut terhadap data yang telah diklasifikasikan
tersebut, dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, konsep-konsep
dan prinsip-prinsip serta pendekatan yang sesuai, sehingga diperoleh

kesimpulan yang paling mendekati kebenaran.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mendapatkan deskripsi yang utuh dan terarah, maka sistematika
penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan rasionalisasi sebagai
berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat gambaran umum
sekitar penelitian yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berguna untuk mengantarkan
keseluruh bagian dalam skripsi.

Bab kedua berisi tinjauan hukum Islam tentang percobaan tindak pidana.
Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian percobaan tindak pidana, unsur-

unsurnya, macam-macamnya dan sanksi hukumannya. Keseluruhan urian dalam
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bab mbmmmmkmmmegmmmsmumnmmmgm peroobaan
tindak pidana dalam hukum Islam.

Bab ketiga memuat tinjavan hwum positif terhadap peroobaan tindak
pidana. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian percobaan tindak
pidana, unsur-unsurnya, MACAM-MACAMIYA dan sanksi hukumannya. Keselurhan
urian dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran sccara umum
mengenai perosbaan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia.

Bab keempat merupakan analisis terhadap percobaan tindak pidana yang
mendiskripsikan eanalisis pemgertian, anmalisis unsur-umsur dan amalisis
pertanggungjawaban menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Isjam.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada
bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan untuk
menentukan suatu produk hukum atas persoalan yang menuntut penyelesaian
syara’ haruslah berdasarkan dalil, argumentasi atau keterangan yang bersumber
pada al-Quran dan al-Hadis, apabila di dalam kedua mnass, tersebut tidak
ditemukan keterangan hukum atau tidak ada ketegasan hukum, maka
pertimbangan dalam penetapannya harus berdasarkan lj'ma; ulama yaitu,
kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa
setelah Rasulallah SAW wafat atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian dan
bila tidak ditemukan juga maka diperbolehkan menetapkan hukum berdasarkan
giyas yaitu, mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nass hukumnya dengan
suatu kasus yang ada nass hukumnya, dalam hukum yang ada nassnya, karena
persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.

Dalam pandangan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia mengenai
pengertian percobaan tindak pidana adalah sama, yaitu sebuah tindakan atau
perbuatan yang mengarah kepada suatu obyek perbuatan pidana, akan tetapi
perbuatan itu tidak sampai kepada hasil akhir atau tujuan karena ada sesuatu sebab
yang menghalangi terselesainya perbuatan tersebut, sehingga baginya tidak

berlaku hukuman pokok. Adapun mengenai unsur tindak pidana dalam hukum



68

pidana Indomesia dan hukum Islam adalah sama-sama mempunyal figa BNSUY:

Pertama, niat, dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam sama-sama tidak

dikenai sanksi. Kedua, permulaan pelaksanaan, dalam hukum pidana Ir

dikenai sanksi, namun dalam hukum Islam ada dua kemungkinan, dihukum dan

cum. Ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata kehendak
pelaku, dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam sama-sama dikenai
sanksi.

Dalam hal sanksi pidana, hukum pidana Indonesia dan hukum Islam

dalam Pasal 53 KUHP, yaitu:
1. Maksimal pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi

sepertiga (ayat 2);

N

Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup,
dijatubkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (ayat 3);
3. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai (ayat 4)
Karena dalam hukum Islam hanya mengenal adanya hukuman /4 zir, bagi
pelaku percobaan tindak pidana, yang mana untuk ketentuan macam dan
hukumannya diserahkan kepada hakim untuk benjtihad.
Masalah percobaan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dan
hukum Islam, baik dalam pengertian maupun dalam unsur-unsurnya sudah sesuai,
namun dalam hal sanksi tidak sesuai, karena dalam hukum pidana Indonesia

sanksi hukumar

bagi pelaku peroobaan tindak pidana sudah tercantum dalam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun dalam hukum Islam tidak tercantum
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percobaan tindak pidana, tidak adanya ketegasan dalam hal unsur-unsur
percobaan, terutama dalam permulaan pelaksanaan, sehingga muncul penafsir-
penafsir untuk menentukan batas antara persiapan dan pelaksanaan.
Seharusnya dalam hal kepidanaan, Undang-undang secara jelas mengatur tiap-
tiap delik, ini dimaksudkan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana
mestinya yaitu melindungi masyarakat dari para penjahat.

. Di dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, hendaknya
para Hakim memperhatikan berbagai aspek dan betul-betul bersikap adil,
schingga hukuman yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan tindak pidana

yang dilakukan.
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Lampiran [

TERJEMAHAN

No.

Him

FN

Terjemah

Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum,
apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam
suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaannya itu
sendini telah tidak selesai, dikarenakan masalah-masalah
yang tidak bergantung pada kemauannya.

Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan
dengan maksud melakukan (jinayah atau janhah), tetapi
perbuatan tersebut fidak selesai atau berhenti karena ada
sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak
pelaku.

Barangsiapa yang menjatuhkan hukuman fadd bukan pada
tindak pidapna fudud, maka ia termasuk orang yang
melampaui batas.

BABII

13

Perbuatan yang dilarang oleh syara® baik mengenai jiwa,
harta atau lainnya.

14

Barangsiapa yang menjatuhkan hukuman fadd bukan pada
tindak pidana fudud, maka ia termasuk orang yang
melampani batas.

19

12

Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka)
sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mercka;
maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di
antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya,
kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki din,
maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha
Penenima taubat lagi Maha Penyayang,

BAB IV

39

15

Sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena atas apa
yang terlintas dalam hatinya, selama belum dikerjakan atau
diucapkan.

46

27

Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’
dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan
oleh syara’.

S—




10. 62 54 | Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan
bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. |

11 66 61 | Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyumya, maka

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur
mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka
menta’atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi
lagi Maha Besar.

{1
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